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Penjelasan tentang Ketentuan Pasal 45 A Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung

Sehubungan dengan ketentuan tentang pembatasan pengajuan

kasasi di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara, perlu

disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 45A ayat (2) butir c

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, perkara yang tidak dapat

diajukan kasasi antara lain putusan tentang praperadilan dan

perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling

lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda.

2. Dalam Pasal 45 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun

2004 ditentukan lebih lanjut bahwa permohonan kasasi

terhadap perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau

permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal

dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan Ketua

Pengadilan tingkat pertama dan berkas perkaranya tidak dikirim

ke Mahkamah Agung. Penyebutan "Penetapan Ketua

Pengadilan Tingkat Pertama" dalam kalimat tersebut haruslah

diartikan sebagai "Surat Keterangan Ketua Pengadilan tingkat

pertama" dan harus dipergunakan sebutan tersebut, sebab

istilah "penetapan" ataupun "putusan" dalam kasasi hanya




